
BUPATI TIORA.IA UTARA
PROVINSI SIILAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TORA"'A UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2A2A

IEfiIATSCi

PERUBAHAN ATAS PERATURAI{ BUPATI TORAIA UTARA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTAI{G STAI{DARISASI SARANA DAI{ Pttr{SAIA{{A KER.IA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN TOR,{IA UTARA

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa kapasitas/isi selinder Kendaraan

Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tor4ia Utara

Nomor 8 Tah rn 2015 tenfang Standarisasi Sarana

Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tora-ia Utara, tidak mengatur

mengenai jenis Batran Bakar untuk Kendaraan

Operasional/ Kend axaan Dinas Jabatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan

Ferahran Btrpati Torr4ia Uta:ra tentang Felubahan

Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nmor 28

Talrun 2015 tentang Satandarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tora-ia Utara.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara

Repubtik lffiia Tahun 20c4 f,tomor 5,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentartg

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

L€mturan f{egara Republik Indonesia

Nomor aa00);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t26,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

I{onbr aa38h

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tor4ia Utara di Frovinsi

Sulawesi Selatan (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a87al;

6. Un g-U g Ntvmor 23 Thhun 2014 tentartg

Pemerintahan Daeratr (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang f{umor 23 lbhun 2014 tentarrg

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
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tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 t{rymor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014

tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah

Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

305, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonssia Nomor 561O);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang funerapan Stantar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol3 Nomor 1425);

ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O16 ltomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor

4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara

Nomor 6l);
13. furaturan Daerah Ihbupa.ten Tbraja Utara lomor

4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018

Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah I(abupaten

Toraja Utara Nomor 92);
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Menetapkan

14. Peraturan Bupati Tora-ia Utara Nomor 8 Tahun
2015 tentang Standarisasi Sarana dan prasarana

Kerja ftmerintah Daerah {tserita Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1S Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTAI{G PERUBAHAN ATA,S

PERATURAN BUPATI TORA,IA UTARA NOMOR 8 TAHUN

2015 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN

FRAST{RAI{A 'KER"IA DI LINGKUNGAI{ PEMERII{TA}I

KABUPATEN TORA.IA UTARA.

Pasal I

Ketentuan I"ampiran Angka 4 Huruf B dalam Peraturan

Bupati Tora.ia Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di

LingkunBan F rintatr Ifubupate,n Tbaja Utara {Berita
Daeratr Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 8)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Kendaraan Dinas

A. Kendaraan Perorangan Dinas

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas
Jabatan
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Jabatan Jumlah Jenis
Kendaraan

Kapasitas/ Isi
silinder
maksimal)

1 Bupati 1 (satu)
unit

Sedan 2.500 cc

1 (satu)
unit

Jeep 3.200 cc

2 Wakil Bupati 1 (satu)
unit

Sedan 2.2OO cc

1 (satu)
unit

Jeep 2.500 cc

Jenis
KendaraanJabatan Jumlah

Kapasitas/ Isi
Silinder

(maksimal)



Diund^anglsflm
pdatafiES

1 Ketua DPRI) 1
(satul
r*nit

1

{saar}
unfi

Sedan
atau
Minibus
(bcnsin)
Miaibus

2.2o'o cc
2.5O0 cc

2 Wakit lGtua
DPRD 2.2OO cc

3 Pejabat Eselon
tr

1

(satu)
unit

Sedan atau
-Minibus
(bensin)
-Minibus
&ffit

2.000 cc
2.500 cc

+. Fejabat Eselm
m

1

(satul
unit

Minibus
(bensdn)
Minibus
(solarl

1.600 cc
2.000 cc

b. Pq'ehat Ebbrr
ff

1

tsatul
unit

Sepeda
Motor

200 cc

Fasal tr

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap oaang mengetahuinyan memerintahkan

prngurrderryer Fe:retur,en Bupeti hi dengan

perrerrptanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toqia Utarff-
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KABUPATEN TORTq"IA UTARA TAHUN 2AZA NOMOR A.
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